DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

JI. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR & TAHUN 2014
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN CAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan
dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebihh tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu
menetapkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 menjadi
Peraturan Daerah ;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dar
Bangunan sebagaimana telah diubak dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan ;

4. Undang~Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolosi dan Nepotisme ;
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10.

PN

15.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;

Unoang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Megara ; .

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggurg jawab Keugngan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
rerencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberzpa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2004 tentang

Pemerintatan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusai dan Pemerintahan Daerah ;

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ‘entang Pajak Daerah

dan Retihbusi Daerah ;

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan ;

.Peraturan Femerintah Nomor 65 Tahuri 2001 teniang Pajak

Daerah :

i4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20C1 tentang Retribusi

Daerah ;

Feraturcn Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21Tahun

17.

18.

19.

20.

21.

2007 tentanyg Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentanl rKedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dzeran ;

.Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentany Standar
Akuiansi Pemerintah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor ‘56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangaﬁl Daerah ; .

Peraturan Pen)érlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Fengelolaan Keuangan Daerah ;

£ .
Peraturan Pefnerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;



'z

22 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

92 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahuri 2006 tentang. Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;-

24 Peraiuran Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebariuasan Peraturan
Perundang-Undangan ;

25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tanun 2007 tentang Pembagian
Urusan ‘Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Parangkat Daerah ;

~7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standa-
Akuntansi Pemerintah ;

28 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah ;

29 Peraturar, Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daeran;

30 Peraturan Presider Nomor 54 Tehun 2010 tentang Pedoman
Pangadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tantang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Padornan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah ;

95 Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tanur. 2011 tentang
Pasubahen Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
43 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daereh

35 Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2613 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 ;

34, Peaturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantvan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah ;

3%. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok -- Pokok Pengelolaan Keuangan Daeran ;

36 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
entang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang ; ,

/

37 Peraturan Daerah Kabupalen Rembanyg Mioiwcr 1 Tahun 2704
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dagfah Kabupaten Rembang Takun Anggaran 2014.



Mempzrhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDLA

KETIGA

KEEMPAT

38 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rambtang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah dengan Paraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daeran Kabupaien Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang |ata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

1. laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada

{anggal 25 Juli 2014, .

Pendapat Fraksi-fraksi Dewarn Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang tanggal 25 Juli 2014,

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 25
Juli 2014 .

Y

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerzh tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2014 ‘beserta perubahan-perubahannya
sebagaimana tersebut dalam Laporan Badan Anggaran untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum
PERTAMA Keputusan ini kepada PI:. Bupati Rembang ;

Memberikan Rekomendasi kepacda Pit. Bupati sebagaimana
laporan Badan Anggaran untuk citindzak lanjuti ;

Keputus.an int mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkén di Rembang
pada tenggal 25 Juli 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
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I[./H. SUMARTGO

-



